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PUTUSAN
Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai talak antara:
Hengki Tornando bin Atarudin, umur 25 tahun, agama Islam,
pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di
Jorong Koto Tangah, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto
Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Pemohon;
Melawan
Indah Mega Sari binti Syafril, umur 24 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di
RT.001/RW.001, Kelurahan Payonibung, Kecamatan Payakumbuh
Utara, Kota Payakumbuh, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
tanggal 05 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Payakumbuh pada tanggal 06 Oktober 2017 dengan Nomor:
0400/Pdt.G/2017/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut;
1.-Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah
pada tanggal 07 Agustus 2013 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 0256/04/VI111/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
KUA Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 12
Agustus 2013;
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2.Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga
di rumah kontrakan di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua
Termohon di RT.001/RW.001, Kelurahan Payonibung, Kecamatan
Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sampai berpisabh;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
Axel Aidil Kalfani bin Hengki Tornando, lahir tanggal 13 Maret 2014;
4.Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis tidak pernah terjadi permasalahan, namun pada bulan Juni 2014
terjadi perselisihan yang disebabkan:
4.1.Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami Termohon yang
mana Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
4.2. Termohon sering mengeluh dan merasa tidak cukup dengan uang
belanja yang Pemohon berikan;
5.-mememee Bahwa pada bulan Januari 2015 Termohon meninggalkan tempat
kediaman bersama dan pergi ke Batam untuk bekerja tanpa izin dari
Pemohon, sebelumnya Pemohon sudah melarang Termohon untuk pergi ke
Batam karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan sejak saat itu
antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2
tahun 9 bulan lamanya,;
6.Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong
Koto Tangah, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru,
Kabupaten Limapuluh Kota dan Termohon tinggal di rumah orang tua
Termohon di RT.001/RW.001, Kelurahan Payonibung, Kecamatan
Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
7.Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain
untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil;
8.---m--o- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,
Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
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bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa
yang akan datang;
9.-Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan

oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini
dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.Memberi izin kepada Pemohon (Hengki Tornando bin Atarudin) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Indah Mega Sari binti
Syafril) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbubh;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsider :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil’/kuasanya, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebanyak 2 Kkali
panggilan, sesuai relaas Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.PYK tanggal 11 Oktober
2017, dan tanggal 02 November 2017 yang dibacakan di persidangan dan
tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah
menurut hukum, dan kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati
Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka
usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 0400/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohon, Pemohon menyatakan
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka
tahapan persidangan untuk jawaban tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian
persidangan dilanjutkan ke tahapan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonnya Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0256/04/VIII/2013, tanggal 12 Agustus
2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, bermeterai
cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan
ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, dan diberi tanda
P, dan diparaf;
2. Bukti Saksi
a. Bakhtiar bin Karangan, umur 66 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto
Ranah Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten
Limapuluh Kota, adalah paman Pemohon, telah memberikan
keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, Saksi kenal juga dengan
Termohon sejak Termohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
bulan Agustus 2013 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Batu Aji Kota Batam,
terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Koto Tangah
Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten

Limapuluh Kota sampai berpisah;
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- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak rukun,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon Saksi tidak tahu pasti, hanya saja Saksi melihat
antara Pemohon dan Termohon tidak dapat kesepahaman dalam
hal tempat tinggal, dimana Pemohon berkeinginan membina rumah
tangga di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon ingin
membina rumah tangga di rumah orang tuanya di Kelurahan
Payonibung Kecamatan Payakumbuh Utara, sehingga terkadang
baru 3 (tiga) hari Pemohon dan Termohon tinggal di Jorong Koto
Tangah Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan, orang tua
Termohon sudah datang untuk menjeput Termohon. Disamping itu,
Termohon selalu merasa kurang dan tidak puas dengna nafkah
yang diberikan oleh Pemohon;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
lebih kurang selama 2 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan
tetapi tidak berhasil;
3. Erdison bin Sidin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MA,
pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Koto Tangah Kenagarian
Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh
Kota, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak ipar Pemohon, telah
memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, Saksi kenal juga
dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
bulan Agustus 2013 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang

anak;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Batu Aji Kota Batam,
terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Koto Tangah
Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten
Limapuluh Kota sampai berpisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak rukun,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan
Termohon bertengkar, akan tetapi karena tinggal berdekatan Saksi
sering mendengar suara pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dan tidak
puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Disamping itu,
Termohon kurang menghargai Pemohon selaku seorang suami,;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
lebih kurang selama 2 tahun 9 bulan lamanya,;

- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan
tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya
dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada
pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan
Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala
hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang

dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 0400/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan
merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah
ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara
yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka
Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan
Termohon, yang mana Pemohon beralamat di jorong Koto Tangah, Nagari Koto
Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupten Limapuluh Kota dan
Termohon beralamat di Kelurahan Payonibung, Kecamatan Payakumbuh
Utara,Kota Payakumbuh yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama
Payakumbuh , oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk
wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbubh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka
Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar
bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan,semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus
dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena
pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (in
person) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya
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yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak
ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah
menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka
harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa
tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat
dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya
dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan
membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon
sedangkan permohonan Pemohon tersebut juga tidak ternyata melawan
hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal 405 yang berbunyi:
5> Y plll 565 i ply rabinoll plS> o pS1> Wl a3 0
Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian

tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah
haknya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat Permohonan Pemohon dan
mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam
perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan
alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami,
serta Termohon sering mengeluh dan merasa tidak cukup dengan belanja yang
Pemohon berikan, dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah
termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang

perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan
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untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka
sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006
tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon
diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil
posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah
syari‘ah dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil
alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

aindb sl Lo aut ol ley ol s jjm olo

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak
diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan
bukti-bukti (persaksian).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi
sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut
merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat
bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti
tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat
diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut
memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut
maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam
perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 2 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai
hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini
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(persona legal standing in judicio), karenanya Pemohon mempunyai kualitas
untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan
Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan
atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang
saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan
Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah
memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal
171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan
Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti
yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap materiil keterangan dua orang saksi
Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang
saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-
saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian
dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan
untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.,
yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikah pada bulan Agustus 2013 yang lalu dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Batu Aji Kota Batam
Propinsi Kepulauan Riau, dan terakhir di rumah Orang tua
Pemohon di Jorong Koto Tangah, Nagari Koto Alam, Kecamatan

Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
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- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun-rukun saja namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak
rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan
Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak
sependapat dalam hal menetapkan tempat kediaman bersama,
disamping itu Termohon selalu merasa kurang dan tidak puas
dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Keluarga kedua belah pihak telah mengusahakan perdamaian,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah
memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.
sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena
keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan
dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 308-
309 RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Pemohon, satu
orang mengetahui sebab-sebab berpisah Pemohon dan Termohon, sedangkan
yang satu orang lagi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts
gevolg) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan
hukum (vreem de oozaak) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis
sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003
tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai
kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubung
kan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-

fakta sebagai berikut:
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- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikah tahun 2013 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga di rumah kontrakan di Batu Aji Kota Batam Propinsi
Kepulauan Riau, dan terakhir di rumah Orangtua Pemohon di
Jorong Koto Tangah,Nagar Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto
Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun-rukun saja namun sejak 3 tahun terakhir sudah tidak rukun
lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan Pemohon dan Termohon
bertengkar;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon
dan Termohon disebabkan karena tidak sependapat dalam hal
menetapkan tempat kediaman bersama, disamping itu Termohon
selalu merasa kurang dan tidak puas dengan nafkah yang diberikan
oleh Pemohon;

- Bahwa Keluarga kedua belah pihak telah mengusahakan
perdamaian,akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan
Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt),
selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, atas
dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon
dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan
sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan

hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 0400/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi
mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut,
melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan
sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak
yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka
berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang
mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari
rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali
seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi
tujuan perkawinan,sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-
Rum ayat 21 yang berbunyi:

8350 aSin Jazsled] lsiSuwillzlsjl pSowail o pS) 315 0l anl pos

09,8ix poil wuY s 8 0] da> g

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman
Allah dalam Surat Al Bagarah ayat 227:

s e all 35 sl Toa32 o5

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui

hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 0400/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah
tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat
negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat,
oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula
dengan kaidah figh yang berbunyi sebagai berikut:

o Lanll il Gle o xio auw laadl 15
Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam
di dalam Kitab At-Tolak Fi Syari‘atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:
wii—ss 3V Ll sk oWl W] sl o §l

o 013533 4308) p3sac >5  oJsl i &7

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat

untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan
akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang
mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-
hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai
dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh
Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
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berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua)
dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan
memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap
Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara
Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam
talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka secara ex officio Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Payakumbuh mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto
Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Payakumbuh Utara , Kota Payakumbuh, dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Bartam,
Propinsi Kepulauan Riau untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3
(tiga), maka berdasarkanketentuan Pasal 89 ayat (1)Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009,kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua

biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Hengki Tornando bin Atarudin) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Indah Mega Sari binti

Syafril) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk

mengirimkan salinan Penetapan l|krar Talak kepada Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten

Limapuluh Kota, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi

Kepulauan Riau untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.414.000,00,- (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan
Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 M,
bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 H, oleh kami Dra. Hj. Zurniati,
sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar S.Ag dan Roli Wilpa, SHI.,M.Sy masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Renol Syaputra. S.HI sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA Dra. Hj.ZURNIATI

1. EFIDATUL AKHYAR.S.Ag

hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 0400/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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2. ROLI WILPA, SHI. M.Sy PANITERA PENGGANTI

RENOL SYAPUTRA. S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran ' Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ' Rp. 50.000,-
3.  PNBP Lainnya ' Rp. 5.000,-
4. Biaya Leges ' Rp. 3.000,-
5. Biaya Panggilan : Rp. 315.000,-
6. Materai ' Rp. 6.000,-
7. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah ' Rp. 414.000,-

(Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 0400/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



